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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum larangan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
1
 Tindak pidana 

lebih dikenal sebagai perbuatan yang dilarang, dengan maksud agar seseorang 

dapat menciptakan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak semakin meningkat, dimana 

jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku remaja 

perempuan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam masyarakat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian 

perhatian Orang tua terhadap anak.
2
 Beberapa faktor yang menyebabkan anak 

melakukan tindak pidana pencabulan sebagai berikut : 

1. Faktor pendidikan 

Anak yang mendapatkan pendidikan yang kurang beruntung memengaruhi 

perkembangan jiwa anak dan sangat memberi pengaruh buruk, baik 

langsung atau tidak langsung sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

kenakalan anak. 

                                                                 
1
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2
 Margaretha, 2013.Kejahatan Anak, . http://psikologiforensik.com/2013/04/27/kejahatan-anak
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2. Faktor pergaulan 

Anak yang menjadi deliquent karena banyak dipengaruhi oleh berbagai 

tekanan pergaulan dan memberikan pengaruh yang menekankan dan 

memaksa. 

3. Faktor media massa 

Pengaruh media massa tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. 

Keinginan atau kehendak yang tertanam pada dirinya untuk berbuat jahat, 

terkadang timbul karena akibat dari buku-buku, gambar-gambar, dan film 

porno. 

Tindak pidana pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang 

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam 

lingkungan nafsu birahi kelamin. Contohnya : cium-ciuman, meraba-raba 

anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya.
3
 

Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis dengan 

Undang-Undang Perlindungan Anak) yang berkaitan dengan tindak pidana 

pencabulan yaitu Pasal 76E yang mengatakan : 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.  

                                                                 
3
 R.Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap 

Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm 212. 
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Pidana atas perbuatan tersebut diatur pada Pasal 82 sebagai berikut : 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 

lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar 

rupiah)”. 

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Balai Pemasyarakatan 

merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam kasus tindak pidana 

yang dilakukan oleh anak. Dalam menangani kasus anak, Balai Pemasyarakatan 

bertugas membuat surat laporan penelitian mengenai latar belakang kehidupan 

anak melakukan tindak pidana dan mendampingi anak yang berhadapan dengan 

hukum sampai pada proses peradilan pidana. Anak yang melakukan tindak 

pidana selama proses peradilan pidana wajib didampingi oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak (selanjutnya ditulis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). 

Bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum 

dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing 

Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan 

penelitian Kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan 

terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. 
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Pasal 65 menyebutkan bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah : 

1. Membuat laporan penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, 

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak 

selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkannya 

kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. 

2. Membuat laporan penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak baik di dalam maupun di 

luar persidangan termasuk di dalam LPAS (Lembaga Penempatan Anak 

Sementara) dan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). 

3. Menentukan program perawatan anak di LPAS (Lembaga Penempatan Anak 

Sementara) dan pembinaan anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak) bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya. 

4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak yang 

berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana.  

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak yang 

memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 

bersyarat. 

Pada Tahun 2016 terjadinya tindak pidana pencabulan di Jalan Sutomo 

Marapalam Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Pelaku R 17 Tahun 

bertempat tinggal di Bandes Pampangan Kota Padang melakukan tindak pidana 

pencabulan kepada korban B 16 Tahun beralamat di Jalan Lubuk Begalung Kota 

Padang. Pencabulan dilakukan dengan meraba buah dada dan kemaluan korban, 

si B (korban) menceritakan ke ayahnya, lalu ayahnya melaporkan ke pihak 

Kepolisian Sektor Nanggalo Padang, selama pihak Kepolisian melakukan 
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penangkapan terhadap R (pelaku), pada selama penangkapan tersebut harus 

didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Di samping itu didampingi juga 

oleh Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI 

BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG TERHADAP ANAK 

PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan kelas I Padang tehadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan ?  

2. Apakah kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah 

dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai 

Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan. 
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2. Untuk mengetahui kendala yang ditemui oleh Pembimbing Kemasyarakatan 

di Balai Pemasyarakatan kelas I Padang terhadap anak pelaku tindak pidana 

pencabulan. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

sosiologis, yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam 

masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi 

hukum. Di samping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk 

memperoleh data sekunder.
4
 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama.
5
 Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan penelitian di 

lapangan dengan melakukan wawancara dengan 2 orang anggota Pembimbing 

Kemasyarakatan yaitu dengan Ibu Sawati S.H dan Bapak Rinaldi S.H selaku 

Pembimbing Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan kelas I 

Padang serta 2 orang Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yaitu 

dengan Briptu Aulia Selvyonita dan Briptu Chindhanita Sukmana Putri S.H 

                                                                 
4
 Bambang Sunggono, 2016. Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 

23. 

5
 Amiruddin, Zainal Asikin, 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm 30. 
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Penyidik Pembantu Unit IV PPA Sat Reskrim Polresta Padang yang pernah 

mendampingi anak pelaku tindak pidana pencabulan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, 

buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
6

 Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari kantor Balai Pemasyarakatan kelas I Padang 

tentang statistik kriminal mengenai data Pembimbing Kemasyarakatan terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana pencabulan pada Tahun 2019-2020.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya 

jawab secara lisan terhadap responden. Wawancara ini dilakukan secara semi 

terstruktur yaitu di samping penulis telah mempersiapkan pedoman wawancara 

(daftar pertanyaan) dan kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dapat 

dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti.  

b. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari 

bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

4. Analisis Data 

Berdasarkan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder, maka 

dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif, 

                                                                 
6
 Zainuddin, Ali, 2009. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106. 
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metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan 

juga perilakunya yang nyata akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang 

utuh.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 

7
 Soerjono Soekanto, 2011. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 

250. 

UNIVERSITAS BUNG HATTA


